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Abstrak
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Accepted: 18 Januari 2024 pemantauan dan pengendalian kualitas udara. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui peranan electronic government dalam publikasi
monitoring kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur serta analisis dari
kebijakan yang melibatkan tinjauan terhadap literatur terkait electronic
government, publikasi kualitas udara, dan lingkungan hidup di Tangerang.
Pada penelitian ini peranan electronic government dalam publikasi
monitoring kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
menggunakan teori Yong (2003) yang berisi indikator Mudah diakses
(Accessibility), Pelayanan harus selalu tersedia (Availability), Keamanan
dan Kepercayaan Masyarakat (Security and Accountability), Hubungan
(Integrability), Biaya (Sustainability) yang dapat memberikan sejumlah
manfaat. Pertama, electronic government memungkinkan akses publik
yang lebih luas terhadap informasi kualitas udara. Dengan adanya
platform elektronic yang mudah diakses, masyarakat dapat dengan cepat
mendapatkan informasi terkini tentang tingkat polusi udara di berbagai
wilayah Kota Tangerang.
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PENDAHULUAN

Pada perkembangan teknologi disektor pemerintahan mulai.berkembang
pesat, baik dalam mencari informasi ataupun memberikan informasi kepada
masyarakat, serta dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.secara efektif
kapanpun dan dimanapun untuk kepentingan masyarakat. Pada perkembangan
teknologi ini telah mengalami kenaikan yang signifikan baik dari teknologi maupun
kebijakan dan tugas pemerintah. Monitoring kualitas udara menjadi salah satu
aspek penting dalam sistem informasi lingkungan hidup. Dengan memantau
kualitas udara, informasi tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat dan
digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian
pencemaran udara. Sistem informasi lingkungan hidup memiliki peran penting
dalam mempublikasikan informasi mengenai status lingkungan hidup kepada
masyarakat, sehingga masyarakat dapat memiliki akses informasi yang berkaitan
dengan lingkungan hidup.

Pada sistem informasi ini sangat berpengaruh pada pelayanan publik
mengenai penerapan electronic government dalam hal ini mengacu pada pelayanan
informasi kepada masyarakat dari pemerintah secara nasional melalui media
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internet atau sarana digital lainnya. Electronic government di Indonesia
diperkenalkan pada tahun 2001 dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2001
tentang Pengembangan Telekomunikasi, Media, dan Informatika. Dalam hal ini
instansi pemerintahan dapat menjalankan penerapa electronic government dalam
upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang terencana. Tujuan dari
penerapan e-government adalah meningkatkan hubungan kerja antar instansi
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sosial. E-government bertujuan untuk memberikan pelayanan publik
mengoptimalkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Instruksi presiden No.3 Tahun 2003 memberikan tugas atau
tanggung jawab setiap instansi pemerintah untuk melakukan perumusan rancangan
terkait lingkungan pemerintahan atau instansi masing-masing. Implementasi e-gov
di Indonesia didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memberikan kemudahan
mengakses. Tujuan utama dari e-government yaitu memberikan kualitas pelayanan
publik dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk pelaksanaan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya pemerintahan
yang transparan. Selain itu, implementasi e-government juga bertujuan untuk
mendukung agar terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dengan demikian, pengendalian kualitas lingkungan hidup yakni menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha/kegiatan, serta
pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dalam pelestarian fungsi
lingkungan hidup. Penerapan e-government di Kota Tangerang mempunyai
sejumlah hambatan, terutama terkait dengan minimnya pengetahuan masyarakat
mengenai pemantauan kualitas udara. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tangerang perlu memberikan pelayanan berbasis online yang melibatkan
pengenalan terhadap perubahan layanan kepada masyarakat, khususnya terkait
publikasi alat ukur pemantauan kualitas udara.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat
mengenai inovasi yang telah dilakukan dalam upaya pemantauan kualitas udara.
Sosialisasi dan pemahaman terhadap program dan kebijakan yang telah
diimplementasikan harus terus dilakukan kepada masyarakat dan stakeholder
terkait. Hal ini akan membantu dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat, terutama terkait pemantauan kualitas udara di Kota Tangerang. Dengan
adanya sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat dapat memahami sehingga
pemantauan kualitas udara dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh
melalui layanan berbasis online yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tangerang. Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif dan
partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan
di Kota Tangerang.

Monitoring udara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang
kondisi lingkungan hidup yang harus diumumkan kepada masyarakat. Pada saat ini
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah menyediakan pelaporan informasi
mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) melalui website yang ada pada
portal aplikasi Tangerang Live namun masih terdapat tantangan dalam menjalankan
e-government di Kota Tangerang terkait pengetahuan masyarakat terhadap program
tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya terus-menerus dalam
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas udara di beberapa lokasi
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di Kota Tangerang. Melalui kegiatan monitoring ini, hasil yang diperoleh dapat
menunjukkan apakah terjadi penurunan atau peningkatan kualitas udara.

Pemerintah Kota Tangerang perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti
Dinas Lingkungan Hidup, instansi terkait, dan masyarakat, dalam upaya menjaga
lingkungan kualitas udara. Selain itu, penting juga untuk melakukan persebaran
terkait informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat mengenai
hasil monitoring kualitas udara. Hal ini akan memungkinkan partisipasi aktif
masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas udara di Kota Tangerang.
Dengan melakukan pemantauan yang terus menerus, pemerintah Kota Tangerang
akan dapat mengidentifikasi perubahan dan permasalahan yang terjadi dalam
lingkungan udara. Selanjutnya, langkah-langkah penanggulangan dan upaya
perbaikan dapat diambil untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara demi
kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada penelitian ini permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya
pengetahuan masyarakat pada publikasi monitoring kualitas udara di Kota
Tangerang. Perencanaan yang baik merupakan salah satu proses dalam
pengembangan e-government. Dengan perencanaan yang matang, penerapan
teknologi informasi dalam pemerintahan dapat diarahkan dan dioptimalkan untuk
mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

METODE

Menurut (Haryoko et al., 2020) Pada penelitian ini memakai metode
kualitatif yang umumnya pada proses penelitian dimulai dengan proses
pengumpulan data yang dapat berupa observasi, wawancara, atau analisis data.
Data-data ini kemudian dikategorikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-
pola atau temuan-temuan yang muncul. Dari temuan-temuan tersebut, peneliti dapat
mengembangkan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang
fenomena yang sedang diteliti.

Menurut (Manogari & Zia, 2018) Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti
dengan wawancara dengan informan yang terlibat dalam fenomena tersebut.
Informasi yang diperoleh dari wawancara akan dikaji dengan seksama oleh peneliti
untuk menghasilkan pernyataan yang mewakili persepsi informan terhadap
fenomena yang diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini juga bertujuan
untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan electronic government dalam
publikasi monitoring kualitas udara sudah berjalan baik baik atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang memiliki peran yang
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang, khususnya dalam
pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan yang
berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi (tupoksi)
yang diamanatkan kepada DLH Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Walikota
Tangerang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, dan
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
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Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
dibentuk sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai SKPD, DLH
berfungsi sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, DLH berperan dalam
mengelola aspek lingkungan hidup di tingkat kota, termasuk kebijakan dan
program-program terkait pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian dampak
lingkungan, pelayanan publik terkait lingkungan, serta pemantauan dan
pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

Pelaksanaan Electronic Government di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tangerang

Pelaksanaan electronic government pada program Monitoring Kualitas
Udara di Dinas Lingkungan Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan yang
dibutuhkan untuk kepentingan Industri, Kawasan Perkantoran, Transportasi Daerah
dan Kawasan Pemukiman berdasarkan lIdikator, yaitu :

Pemeliharaan sistem merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh
sumber daya TIK dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus
hidup yang seharusnya, dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal.
Berikut hasil wawancara melalui Ibu Misbah Nurhafizah, S.Si,. M.Si. selaku Sub
Koordinator Pemantauan Kualitas Lingkungan mengatakan bahwa ada beberapa
tahap dalam mengakses sistem monitoring kualitas udara di Dinas Lingkungan
Hidup Kota Tangerang:

1. Buka Aplikasi/Website Tangerang Live.

Cari menu Tangerang Satu Peta,

Pilih simpul jaringan informasi geospasial pemerintah Kota Tangerang,
Pilih portal Dinas Lingkungan Hidup

Lalupilih peta monitoring kualitas air dan udara Kota Tangerang.

Setelah itu kita bisa lihat informasi terkait kualitas udara di Kota Tangerang.

Gambar 4.2

ook wn

A
K.

Situs Resmi Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang
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Gambar diatas merupakan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.
Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah
konsentrasi NO2 dan SO2 selama 24 jam.

Lokasi Stasiun Pemantauan Udara di Kota Tangerang
NO PELAYANAN HUBUNGAN KETERANGAN

TERSEDIA KEPEMILIKAN

1 Pasir Jaya Kementerian Lingkungan Untuk keperluan
Hidup dan Kehutanan Tipologi Industri
(KLHK)

2 Taman Gajah Badan Riset dan Inovasi Untuk  Kawasan
Nasional (BRIN) Perkantoran/ Jasa

3 Benteng Betawi Dinas Lingkungan Hiduo Untuk Daerah/
Kota Tangerang Area Transportasi;

4 Sudimara Barat Dinas Lingkungan Hiduo Untuk  Kawasan
Kota Tangerang Permukiman

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2023

Tabel diatas sebagai informasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang melalui
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setiap tahun melakukan pemantauan kualitas udara ambien di 4 titik
lokasi pemantauan yang tersebar di wilayah Kota Tangerang.

PEMBAHASAN
1. Mudah diakses (Accessibility)

Penerapan electronic government bukan hanya sekadar implementasi
teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan dalam budaya kerja, kebijakan, dan
mindset dalam pemerintahan. Dengan komitmen dan dukungan yang Kkuat,
penerapan electronic government dapat memberikan manfaat besar dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
membangun pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.

Penerapan electronic government pada Program publikasi monitoring
kualitas dara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dimaksudkan untuk
mengetahui serta mendiskripsikan keberhasilan dari penerapan electronic
government tersebut dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan masyarakat
untuk keperluan industri, perkantoran/jasa, daerah area transportasi dan kawan
pemukiman untuk dalam program electronic government yang ada pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Tangerang guna menganalisis kendala-kendala yang ada
pada lingkungan sekitar. Bagi pemerintah, electronic government memungkinkan
pengelolaan data dan informasi yang lebih efisien, pengurangan birokrasi, dan
peningkatan produktivitas. Bagi masyarakat, electronic government memberikan
kemudahan akses terhadap berbagai layanan publik.

Pada teori mudah diakses pengembangan e-government merupakan solusi
yang efektif untuk meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat secara
elektronik. Dengan sistem electronic government yang dikembangkan dengan baik,
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pemerintah dapat memberikan akses mudah dan cepat kepada penduduk untuk
mendapatkan informasi terkait pelayanan publik.

Melalui platform electronic government, seperti situs web pemerintah,
portal e-government, atau aplikasi mobile, masyarakat dapat dengan mudah
mengakses informasi terkait program pemerintah, kebijakan publik, layanan publik,
persyaratan administrasi, prosedur pengajuan, dan lain sebagainya. Masyarakat
dapat mengakses informasi ini kapan saja dan di mana saja melalui perangkat
elektronik yang terhubung dengan internet.

Dalam konteks electronic government, informasi yang disediakan melalui
situs web atau portal e-government masih sulit untuk diakses oleh masyarakat.
Dikarenakan interaksi antarmuka yang ramah pengguna, pencarian yang mudah,
pengaturan kategori yang jelas, dan navigasi yang intuitif masih sulit untuk
membantu pengguna dalam mengakses dan menemukan informasi yang mereka
butuhkan dalam program monitoring kualitas udara di Kota Tangerang.

2. Pelayanan harus selalu tersedia (Availability)

Dalam konteks pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,
pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup merupakan kategori layanan
yang penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketika
masyarakat melihat ada kekurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan
lingkungan oleh pemerintah, mereka memiliki hak untuk menuntut peningkatan
kinerja melalui berbagai jalur partisipasi, termasuk demonstrasi atau mekanisme
lain yang tersedia.

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah adalah hal
yang wajar, karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas dan melindungi lingkungan hidup. Ketika terjadi
penyimpangan dalam pengelolaan dana publik atau ketidaksesuaian dengan standar
yang diharapkan, masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dan menuntut perbaikan melalui berbagai mekanisme yang ada.

Secara keseluruhan, dalam pelaksanaan pengelolaan electronic government
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang penting sudah baik dalam indikator
pelayanan harus tersedia terkait pelayanan public yang melibatkan pemangku
kepentingan masyarakatdan memastikan aksesibilitas informasi yang mudah bagi
masyarakat.

3. Keamanan dan Kepercayaan Masyarakat (Security and Accountability)

Penting untuk mencatat bahwa pengembangan electronic government. juga
perlu memperhatikan aspek keamanan dan privasi data. Perlindungan data pribadi
masyarakat harus dijaga dengan baik, dan tindakan keamanan cyber harus
diimplementasikan untuk menghindari risiko kebocoran informasi dan serangan
cyber.

Keamanan informasi sangat penting dalam konteks electronic government.
Dalam mengelola informasi lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tangerang harus menjaga keamanan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak
yang tidak berhak. Terdapat berbagai potensi ancaman terhadap keamanan
informasi yang dapat mengganggu dan merusak layanan electronic government.

Selain itu, berbagi informasi antar lembaga harus dilakukan dengan hati-
hati dan dengan memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan adalah sah.
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Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran penggunaan informasi yang tidak
sesuai dengan tujuan awalnya.

Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang memiliki tanggung
jawab sebagai pemelihara dan pengelola informasi pribadi yang dipercayakan oleh
masyarakat. Program situs web dan layanan yang digunakan dalam e-government
ini sudah menyediakan perlindungan yang memadai untuk menghindari risiko
kebocoran informasi. Hal ini mencakup praktik perlindungan data dan privasi yang
baik, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, dan sistem keamanan yang handal.
4. Hubungan (Integrability)

Electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh
pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :
1. Government to Citizen (G2C)

salah satu tipe hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam
konteks e-government. Tujuan utama dari G2C adalah memperbaiki hubungan
interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta memudahkan masyarakat dalam
mengakses berbagai informasi terkait pemerintahan.

2. Government to Business (G2B)

G2B mengacu pada hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis. Tujuannya
adalah untuk memfasilitasi dan mempermudah kegiatan bisnis masyarakat,
terutama kalangan pebisnis, dengan pemerintah.

3. Government to Goverment (G2G)

G2G mengacu pada hubungan antara pemerintah dengan pemerintah lainnya.
Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi, dan
kerjasama antara pemerintah-pemerintah yang terlibat.

4. Government to Employees (G2E)

G2E merujuk pada hubungan antara pemerintah dengan para pegawai atau
karyawan di dalam organisasi pemerintahan. Hubungan ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kesejahteraan pegawai dalam lingkungan
kerja pemerintahan.

Berikut adalah hubungan pada pelaksanaan program monitoring kualitas
udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang :

1) Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

Dengan adanya koordinasi dan kerjasama antara DLH dan BRIN dalam
penerapan program monitoring kualitas udara, diharapkan pengumpulan dan
analisis data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengendalian dan
perlindungan lingkungan hidup, termasuk kualitas udara.

Penting untuk terus memantau perkembangan dan implementasi perubahan
tersebut, serta memastikan bahwa kerja sama antara DLH dan BRIN dalam
penerapan program monitoring kualitas udara dapat berjalan dengan baik demi
menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Taman Gajah serta
memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta mengoptimalkan
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan adanya penggabungan
ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih baik dalam perlindungan lingkungan
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hidup, pengelolaan kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di sektor
lingkungan hidup dan kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas dan fungsi
dalam mengembangkan kebijakan, merumuskan strategi, dan melaksanakan
program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa bidang kerja yang
menjadi fokus KLHK antara lain pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian
pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan, dan
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam menyusun
kebijakan, merumuskan regulasi, melakukan pemantauan, dan melaksanakan
program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan.
Kerja sama dan koordinasi antara KLHK dengan instansi dan lembaga terkait,
seperti Dinas Lingkungan Hidup, BRIN, dan pihak-pihak lain, penting untuk
mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan
pemantauan kualitas udara yang efektif.

Dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup IKLH dikembangkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai alat untuk mengukur dan
memantau tingkat keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Nilai
IKLH digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan
keputusan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Pada penerapan program monitoring kualitas udara ini DLH dan KLHK
mempunyai hubungan kepemilikan di lokasi pelayanan Pasir Jaya.

5. Biaya (Sustainability)

Penggunaan teknologi terbaru dalam proyek e-government harus
dipertimbangkan secara efektif dan efisien. Efektivitas teknologi tersebut dapat
diukur dari kemampuan untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses,
dan relevan bagi masyarakat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan
teknologi juga menjadi pertimbangan penting, di mana harus ada keseimbangan
antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.

Perkembangan teknologi informasi yang terus berlangsung mempengaruhi
kriteria kesuksesan e-government. Proyek e-government yang masih menggunakan
teknologi yang sudah usang atau tidak terkini dapat mengalami keterbatasan dalam
hal pengembangan, keamanan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti perkembangan teknologi
terbaru dan melakukan upgrade sistem secara berkala untuk menjaga keberlanjutan
dan relevansi e-government.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik ke
dalam e-government, Sukses atau tidaknya electronic government pada program
monitoring kualitas udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bisa dilihat
dari kebaharuan teknologi yang dimiliki. Pada indikator biaya pada program ini
terdapat kompenen biaya untuk Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pada
pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dan untuk biaya pemeliharaan
peralatan mesin, dan lainnya. Definisi e-government ini bertujuan sebagai
keterbukaan, akuntabilitas, serta tranparansi maka indikator kesuksesan e-
government sudah ada peningkatan.

Hambatan dalam penerapan monitoring Kualitas Udara di Dinas Lingkungan
Hidup Kota Tangerang
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Kendala yang disebutkan yaitu mengenai kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang website dalam aplikasi e-government di Kota Tangerang maka
disebutkan dari hasil penelitian ini tidak ada sosialisasi terkait adanya program
monitoring kualitas udara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
sehingga tanggapan masyarakat terkait program ini masih sulit untuk diakses.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penting untuk meningkatkan upaya
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan e-government.
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dapat melakukan kegiatan
sosialisasi yang lebih intensif dan terarah, dengan memberikan pemahaman yang
jelas tentang manfaat dan cara menggunakan website atau aplikasi e-government.
Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar,
atau kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan pengetahuan
masyarakat terkait e-government.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab

sebelumnya, maka peneliti memaparkan kesimpulan terkait Peranan Electronic

Government dalam Publikasi Monitoring Kualitas Udara di Dinas Lingkungan

Hidup Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Dalam penerapan pada program electronic government pada publikasi
monitoring kualitas udara yang dikeluarkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tangerang ini sudah berbasis elektronik. Dalam penerapan electronic
government ini partisipasi masyarakat Kota Tangerang masih kurang baik,
karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham tentang publikasi.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan electronic government di Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yaitu kurangnya sosialisasi yang
intens mengenai pemanfaatan e-government secara khusus dalam program
monitoring kualitas udara. Memahami bahwa sikap masyarakat yang apatis dan
kurang terbuka terhadap perubahan teknologi informasi dan komunikasi
merupakan kendala yang signifikan dalam penerapan e-government. Dalam
konteks ini, sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Lingkungan
Hidup Kota Tangerang harus lebih spesifik dan fokus dalam memperkenalkan
serta memberikan edukasi tentang penggunaan electronic government,
mengingat tujuan electronic government yang diterapkan agar tercapainya good
government.
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